SALINAN

MENTERI DALAM NEGEFI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 202C
TENTANG

PENGUKURAN INDEKS PENGELCLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA =SA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelcla
keuangan daerah, perlu dilaxukan pengukuran :ndexs
pengelolaan keuangan daerak:;

bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan per-hinaan
terhadap pengelolaan keuangan daerah bagi pemerntah
daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota;

bahwa berdasarkan persimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapxan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentarg Pengikuran

Indeks Pengelolaan Keuangar Daerah;

Pasal 17 ayat (3) Uncang-Undang Dasar Negara Reputlik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3¢ Tahun 2008 rtentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Repuzlik
Indonesia Tahun 20C8 Nomor 166, Tambahan Lerbaran
Negara Republik Indcnesia Nomor 4©16);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rentang
Pemerintahan Daerah (Lemmbaran Negara Repubtlik

[Indonesia Tahun 20-4 Nomor 244, Tambahan Lemrbearan
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Negara Republik Indonesia Nommor 5587) sebagaimana
telan beberapa kali diubah, terakhir dengan Urdang-
Uncang Nomor 9 Tahun 201Z tentang Perubahan Xedua
atas Undang-Uncang Nomor 23 Tahun 2014 -enteng
Perrerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 -entang
Pemrbinaan dan Pengawasan Penvelenggearaan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 -entang
Pengelolaan Keuangan Dasrah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lenbaran Negara Republik Irdonesia Nomor €322
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 -entang
Kementerian Dalem Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  MENTERI DALAM NEGERI  TENTANG
PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAZRAH.

BAB 1
KZTENTUAN JMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Indeks P=ngelolaan Keuangar Daerah yang selanutrya
disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapxzn
berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator uantok
menilai xualitas kinerja tate kelola keuangar caerzh
yvang elcktif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam
periode tertentu.

Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Dzeraz vang

selanjutnya disebut Dimensi IPKD adalah suatu zesarzn
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yang terdiri dari indikator-incikator pengukuran indeks
pengelolean keuangan daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah acalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pengenggearan,

pelaksanaan, penatausahaar, pelaporan,
perzanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
peryelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerzh yvang
sclanjuirrya  disingkat RPJMD adalah  doxumen
perencanaan daerah untuk periode 5 {lima) tahun
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sela=jutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daersh vang
selanjuirya  disingkat  RKPD adalah do<LInen
perencenaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belan a
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah doxtmen
vang mermuat kebijakan bidang pendapatan, belan’a, dan
pembiayzan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara vanrg
selanjunya disingkat PPAS acalah program prioritzs dan
patckan batas maksimal &anggaran yang dicerikan
kepada Ferangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan reacana kerja dan anggaran
Perangkat Daerah.

Anggarar. Pendapatan Belanje Daerah yang selazjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Laporan Keuangan Pemerintan Daerah yang selazjatnya
disingkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban
pengeoleaan keuangan daeral selaku entitas petaporan
selama satu pericde pelaporan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan



12.

13.

-4

adalah laporan pemeriksaar atas LKPD untuk izhun
pelaporan.

Menteri adalah menrteri yang menyelenggarakan urasan
pemerintahan dalam negeri.

Badan Penelitian dar Pengembangan Kementeriar Dalem
Negeri yang selarjutnya disebut Badan Litharg
Kemendagri adalah satuan wunit kerja Kementerian
Dalam Negeri yang memiliki tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan di bidang pemer:ntahan

dalam negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.

mengukur kinerja tata kelciz keuangan daerah yang
efekrif, efisien, transparan dan akuntabel dalam pericde
tertentu;

memacu dan memotivasi pemerintah  provinsi  dan
kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja
Pengeiolaan Keuangan Daerah:

melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi
Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota,
memberigan penghergaan kepada Pemerintah Dezerah
yang meniliki [PKD yang berpredikat terbaik secara
nasional; dan

meningxatkan  peran  Aparat Pengawas Internal
Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan Pengelolaan

Keuanga=n Daerah yang transparan dan akuntabel.

BAB I
KEWENANGAN DAN SUMBER DATA

PENGUKURAN INDEKS PENGELCLAAN KEUANGAN DAZRAH

Pasal 3
Menteri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri
melakuxan pengukuran IPKD orovinsi.
Gubernur sebagal wakil Pemerintah Pusat melalui bacan

penelitiar  dan pengembangan dacrah provins: ztau



(3)

sebutan laih nlelakii}{aﬁ pengukuran IPKD
kabapaten/ ‘kota.

Pengukuran IPKD sebagaimana dimaxsud pada avat (1)
can ayat (2) dilakukan terhadap dokumen perencanaan
pembargunan daerah, perganggaran, pelakzsanaan,
penverapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan

atas LKPD 1 (satu) tahun sebeium tahun berjalan.

Pasal 4

Péngukumn IPKD sebagaimar.a dimaksud dalam “asal 3

ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data yang

bersumber dari:

a. Directorat Jenderal Bina Pembangunan Dazera
Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen RFEJIMD
dan RKPD;

b. Dire<torat Jenderal Bina Keuangan Daerzh
Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen XUA-
PPAS dan APBD;

c. Pemerintah Daerah terkait dengan dckumen
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
LKPL;

C. Sistern Informasi Pemerintahan Daerah;

e. Tim Evaluasi dan Pengewasan Realisasi Anggaren
terkait dengan dokumen dan informasi penyzsrapan
anggaran; dan

f Badan Pemeriksa Keuargan terkait dokumen dan
informasi opini atas LKPL.

Pengukuran IPKD di kabupaten/kota oleh orevinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaxukan

cengan menggunakan data yang bersumber dari:

. Bappeda kabupaten/kotz terkait dokamen RFJMD
dan RKPD;

b. Badan Pengelola Keuangen Provirsi terkait dokumen
KUA-PPAS, dan APED;

¢. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Zrevinsi

terkait dengan dokumen can informasi op i atas
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Sistem Informas: Fermiérir-cahan Daerah.

Pasal 5

Menteri dalam melakukan pengukuran IPKD orevinsi

sebagaimana dimaksud dzlam Pasal 3 awvat (1)

membentuk tim yang susunar: xeanggotaannya mealiputi:

a.

Penanggung Jawab :

Kemua

Welail Ketua

Sekretaris

Kelompok Kerja,

Anggota

Kepala Badan Perelitian can
Pengembangan.

Kepala Pusat Litbang
Perrbangunan dar Keuangen
Deerah, Badan Penelitiar: cen
Pengembangan.

Direktur Pzrercanegen
Anggaran Daerah Direktorat
Jenderal Bina  Keuangen
Dzerah.

Kepala Bidang Keuangen

Daerah.

Direktur perencanaan,
Evaluasi, dan Irfcrmasi
Pemrbangunan Dzereh

Direktorat  Jenderal B:ina
Pembangunan Daeran,
Direktur Pelaksanaan can
Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah Direktorat
Jenderal Bina  Keuangen
Deerah, Kepala Bire Fukum
Sexretariat Jenderal, Dzirektur
Ewvaluasi Kinerja can
Peningkatan Kapeasitas
Daerah Direktorar Jenderzal
Otonomi Daerah, dan Fzjasat
Struktural, Fungsional
Peneliti dan/atau Fuagsional
Lannya di linglktungan

Kementerian Dalam Negeri
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dan Kementerian/Lembaga

sesuai dengan kebutuher:.

Gubkernur sebaga’ wakil Pemerintah Pusat melakikan

pengukuran IPKD kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) membentuk tim yang

susunan keanggotaarnya meliputi:

a.
b.

@

Penzngpgung Jawab

Ketua

Wak:l Ketua

Sekretaris

Kelompok Kerja,
Anggota

Sekretaris Daerah Provirsi.
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Dzersh
Prcvinsi Atau Sebutan Lamn.
Pejabat Pengeléla Keuangsn
Dzerah.

Sekretaris Badan Penelitian
den Pengembangan Daereh
Prcvinsi Atau Sebutan Lan.
Kepnala Perangkat Daeran dan
Pejabat Struktural, Fungsional
Peneliti dan/atau Fungsional
Lainnya di lingkungen
Pemerintah Daereh »rovinsi
dan/atau lembaga lain sesuai

dengan kebutuhan.

BAB iII

DIMENSI INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal €

IPKD diukur mnelalui 6 {(enam) dimensi meliputi:

a.

b
c.
d

o

[ans!

kesesuaian dokumen perencaraan dan penganggaren;

pengaiokasian angga-an belan;a dalam APBD;

transparensi pengeloiaan keusngan daerah;

penveraparn anggarar

kondisi keuangan daesrah; dan

opini Badan Pemeriksa Keuargan atas LKPD.



Kesesuaian dokumen perencazasn dan penganggaran

sebagaimana dimaksud dalam Fasal 6 huruf a mencakup

indikator:

a. kesesuaien nomerklatur program RPJMD dan RKFD,

b.  kesesuaian nomerklatur program RKPD dan KUA-PPAS;
kesesuaian nomerklatur program KUA-PPAS can APBD;

d. kesesuaign pagu program RK-D dan KUA-PPAS; dan

e. kesesuaizn pagu program KUA-PPAS dan APBD.

Pasal &

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup:

a.

@l

penvediaan alokasi anggarzn belanja unzuk fungsi
pendidikzn sebesar 20% (dua puluh persen);

penyediaan alokasl anggaran belanja untuk urusen
kesehatan sebesar 1C% (sepuiuah persen) diluar gaiji;
penyediaan alokasi anggaran belanja untuk irfrastruktur
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimasn
dana trarsfer; dan

penyediaan alokasi anggaran belarja untuk memenuni
Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketertuan

peraturan perundang-undangzan.

Pasal 9
Transparansi pengelclaan kevangan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 hurui ¢ mencakup indika-ci:
a. ketepatan waktu; dan
b. keteraksesan
Ketepatan waktu sebageimana dimaksud pada zvat (2)
huruf a merupakan penguzuran terhadap penyajian
dokumen perencanaan, peleksanaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerinteh
Daerah relalui Sistern Informasi Pemerintahan Daerzh
secara tepat wakti dengan memperhatikan masa

penyajiar. informasi dekumen peling lama 30 (tiga paiunyj



hari kalender setelah dizetapkan sesuai dengsn
ketentuan peraturan perundazg-undangan.

(3) Keteraksesan sebagaimana dimaksud pada ayat () hurafl
b, merupakan pengukurari terhadarp penyagjian dckumen
perencanaan, pelaksanasn, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuvangsr daerah vang dapat
diakses atau diundun secara umum dan terbuka untuk
publik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daseran,

sekurang-kurangrya selama cua tahun anggaran.

Pasal 10
Penyerapan anggaran sebagaimara dimaksud dalam Pasal 6
huruf d, mencakup indikator wang disesuaikan dengan
struktur anggaran belanja dalam APBD meliputi penyerapar.:
a. anggaran belanja operasicnal;
b. anggaran belanja modal;
anggaran belanja tidak terduga. dan

d. anggaran belanja transfer.

Pasal 11
Kondisi keuargan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf e mer.cakup indikator: |
a. kemandirian keuangan; »
b. ileksibiiitas keuarngan;
C solvatilitas operasional;
d. solvakilitas jangka pendek;

solvakilitas jangka panjang; dan

o

solvabilitas layanan.

Pasal 12
Opini Badan Perneriksa Keuangan atas LKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan bercasarkan opini
Badan Pemeriksa Keuangan atas _KPD yang disucit selama 3

(tiga) tahun terakhir berturat-turuz.
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Pasal 13
Untuk daeralr yang masih m’ehggunakan struktur anggaran
belanja sesutal peraturan perundang-undangan sezelum
berlakunya peraturan pemerirtah tzntang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dimensi penyerapan amggearan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, menggunakan
indikator yvang meliput. penyerapar:

a. anggarar belanja pegawai,

b. anggaran belanja bunga;

c. anggaran belanja suksidi;

d. anggarar belanja hibah,;

e. anggarar belanja bantuan sos:al;

f. anggarar belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
g. anggarar. belanja tidak terduga;

h. anggarar barang dar jasa; daz

[y

anggarar: belanja modal.

BAB IV
PENGUEKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal i<

Penentuan bonot Dimensi IPKD sebagaimana dimaksud dalem

Pasal & ciitetapkan sebagal berikul:

a. kesesuaian dokumen perencznaan dan penganggeran
sama dergan 15 (lima belas);

b. pengalckasian anggaran belanja dalam APBD sama
dengan 20 (dua puiuh});

c. transparansi Pengelo.aan Kevengan Daerah sama dengan
15 {lima »elas);

d. penyerapzn anggaran sama dengan 20 {dua puluh);

e. kondisi keuangan deaerah sama dengan 15 (Hme beles);
dan

f. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKFD sama

denzan 15 (lima belas).
il
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Pasal 15
Pemering<atan  hasil J'pengukuran IPKD  zrovinsi
dilakizkan secara nasional.
Pemeringkatan hasil penguk-ran IPKD kabupaten,korta
dilaktvkan terhacap kabﬁpaten /kota dalam regional

masing-masing provinesi.

Pasal 16
Pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah seiur:h
hasil verkalian masicg-masing bobot dimens: dan indeks
dimer:si. |
Ketenzuan lebih lanjut mengenai teknis pengukuran :PKD
sebzgaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lamp:ran yang merupakdri bzgian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 17
Has:]l pengukuran IFKD sebzgaimana dimaksud calam
Pasal 15, dikelompokan ©9erdasarkan kemarmpusn
keuargarn dacrah.
Kemampuan keuangan daerzh sebagaimana dimeksud
pada avat {1) meliputi:
a. tnggi,
b. sedang; dan
c.  rendah.
Pehgelompokan kemampuzan keuangan daereh
sebagaimana dimaksud padz ayat (2), sesuai dengzn

ketenuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Hasil pengukuran IPKD sebeageaimzna dimalsud daiam Pasal

17 ayat (1) meliputi:

P

<l

peringkat baik dergan nilai A;
peringkat periu perbaikan dengan nilai B; dan

peringkat sangat periu perbaizan dengan niiai C.
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Pasal 19

Hasil pengukuran IPKD:.:sébagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1), unmuk pemerintah provinsi ditetapkan
setiap takun dengan Keputusan Menteri.

Hasil pengukuran IPKD sebagzimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2), untuk pemerintah kabupaten,kota
ditetapkan setiap tahun dengar: Keputusan Gubsrrur.
Gukernur menyampaikan laporan hasii pemguxuran
IPKD nemerintah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksuad pada ayat (2) kepada Menteri paling lambzat

Bular Juwi tahun beri<utnya.

Pasal 26

Dalarz  rangka  pemberiaz pe:nghargaan kepeda

Pemerintah Daerah provins:, daerah kabupaten dan

daeran kota atas pengukuran [PKD derlgan nominasi

peringkat baik, Menteri menetapkan predikat -erbaik
secara nasional.

Predikat zerbaik secara nasicnal sebagaimana dimaksud

pada aya: (1) meliput:: |

a. 1 (satu) daerah provins: vang berpredike: zerbaik
unttk  masing-masing kategori kemampuaan
keuengan daeral: tinggi, sedang dan rendak::

b. 1 (satu} deerah kabupaten vang berpred:kat zerbaik
untuk  masing-masing  kategori  kemampuan
keuengan daeral: tinggi, sedang dan rendabk: can '

c. 1 (setu) daerah kota yang berpredikat terbaik untuk
semua kategori kemampuan kecuangar daerah
tinggi, sedang dan rendar.

Hasil pengukuran IPKD 9agi Pemerintah Daerah

berpredikat terbaik secarz nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2}, dapat dijadikan dasar dalam
pemberian insentif sesuai dengan ketentuan ceraturan
perundarg-undangar.

Menteri memberikan peaghargaan 'sebagajmana

dimaksud pada ayat (1) secara nasional pada Bulan

Agustus setiap tahun.



Pasal 2=
(1) Berdasarkan hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintzn

Daerah dengan peringkat sanga perlu  perbaigzn

sebagaimana dimaksud dalarr Pasal 18 huru? ¢, Menteri

menetapkan predikat terburu= sscara nasiona..
(2) Predikat terburuk  secara nasional sebagamana
dimaksuc pada ayat 1) melipti:

a. 1 {satu) daerah provinsi vang berpredikat terburc
untuk  masing-mesing  kategori = kemampuzn
keuvangan tinggi. sedang, dan rendah;

b. 1 (sziﬁu] daerah 'ka‘m;patén yvang berpraedikat
terburuk  untuk  masing-masing kztegori
kema_mpuan keuvangan tinggi, sedang, dan rendah;
dan - |

c. 1 (satu) daeralr kota yang berpredikat terburck
unruk semua kategori kemampuan keuangan tinggi,

sedang, dan rendah.

BAB YV
PENDANAAN

Pasal 22

(1) Pendanaan dalam pengukurar IPKD Pemerintah provinsi
bersumber pada Anggaran Pe‘ndapatan dan Belenja
Negara.

(2§ Pendanasn dalam raungka pergukuran IPKD Pemerintzh
kabupaten/kota d-bebankan pada APBD provinsi.

(31 Selan pendanaan sebagaimana dimaksud pada zvat (1)
dan ayat (2), pendanaan‘ dapzat berasal dari sumzer lan
vang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kelentuzn

peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Pengukuran IPKD untuk pertame kali dilakukan ternadey
dokumen perencanaan pembangu—an daerah, perganggaran,
pelaksanaan, nenyerapan anggaran, laporan hasil

pemeriksasn atas LKPD Tahun 2012,
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BAB VI
KETENTUAN P=E=NUTUP

Pasal 2«
Peraturan Menteri ini mulai  berlaku pada

diundangkan.

tanggzal
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Agar setiap orang mengetzhuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri :n: dengan penempzstannya

dalam Berita Negara Republik Indcnesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal @ Maret 2020

MENT=ZRI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2C20 NOMOR 284

Salinan sesuai cergan aslinya
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI CALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 202C

TENTANG PENGUKURAN INDEKS PENGE_OLAAN
KEUANGAN DAERAH

TEKNIS PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAEKAH

Pengukuran IPKD dapat cilagukan mela_ui beberapa langkah sebagai berikuz
A.  PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAE
Pengukuran IPKD dilakukan berdasarkan dimensi [PKD dergan -ahapan
sebagai berikut:
1. Kesssuaian Dokumen Perencanaan den Pengarggaran (D.1)
4. kesesuaian nomenklatur program RPJMLE dan RKPD (D.1.1)

Penilaiarn terhadap kesesuaian program RPJME darr RKPD
diltakuxan denger. memperhatikan ncmenklatur prograrm yang
rereantum antara cekumen RPJMD dan RKPD. Apabila comeridlarar
program pada masing-masing urusan pemesrintahan dan poerangkat

aeran yang tercantum daiam RPJMD. dicerimati ada Kesesuwai
dengan nomenklatar program  pada  masing-masiing urusan
pernerintahan dan perangkat daerah dalam REFD, sake dinfal
memilis kesesuaiar, dan diberikan skor 1. Sebaliknya, epebla
nomenklatar program pada masing-mesing Grusan pemc;:‘}nta.han
dan. persngkat caeran yang tercantum daiam RPIMD, dicermat: ticak
wemiliki  kesesuaan atau  tidak  ditemukan dengan  melhat
nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerint talran
dan perangkat dasrah dalam RKFD, maka ainitlai tidalk memiiki
kesesuaian dan diberikan skor 0.

Penentuan sxor kesesualan antara 2rograoi RPIMD dza RIKPD
adalah dengaf}, mer]um”ianf:an skor masmg—ma.:.ing program yang
sesRal dan yang tidelk se , dan selanjtns ya dipag! dergen fum.ah
selurah vrogram peda masing-masing Urusan pemerinianian oo
perangkat daeral pada RPIMD atau R¥PD (jumlah toral —rogram
vang terbesar). Termeulasi untuk penentuan s'kor antara jum_ah skor

Lesssuaian der zan jumlah program tersebut adalab sebagai heodoat:
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himlah Skor Kesesuaian

SkorD.i.1 =

Juriah Program

Contoh simulasi penghitungan skor lkesesuaian antara pregram

RPJMD dan RKPD sebagaimana ditujukar pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Penentuan Skcr Kesestaian nemenklatur program KPJMD dan KKPD

No | RPJMD | RKFD Penilaian Penentuan Skor
1 | Program A | Program A | Sesuai 1 { Jumlah sesuai = <
2 | Program B | Program B | Sesuai 1 | Jumlah tidak sesuai = 5
3 | Program C | - tidak sesuai | C | Jumlah Program =9
4 |- Program D | tidak sesuai ! C
5 ‘E Program E | Program E | Sesuai 1 | Skor D.1.1 =
6 |- | Program F | tidak sesuai | C mml:’ii:ﬁ‘iﬁ:::“
7ol ' Program G | tidak sesuai [ C _
3 | Program H N | tidak sesuai | C - g: 0.444
9 E Program I | Program ! | Sesuai 1
! E Total ; 4
Keterangan:

1. Program yang dinilai adalah program pada wurusan pemerntahan

daerah.,

2. Untui program sestiai diberi nilai 1, dan ticak sestvai diber: niizi C.

. kesesuaian nomeinkiatur program RKPD can KUA-PPAS ([0.1.2)

Penilaian terhadap kesesuszian program RKPD dan KUA-PPAS

dilakukan - dengen memperhatikan ncmenklatur program vy

tercantwmn  antarz  dokumen RKPD dan KUA-PPAS. Apatila

nomenkiatur program pada masing-masing urusan pemerntakan

-l

dan perangkat daerahn yang -ercantum celam RKPD, dicermati aca

kesesuaian dengan nomenklatur program  pada masing-masing

urusan pemerintalan dan perangkat daersh dalam KUA-PPAS maxa

dinilai merniiiki kesesuaian dan diberikar skor i. Sebaliknya, epab:ia

nomenkiatur pregram pada masing-masing urasan pemerntakan

dan perangket daerah yaig tercantum dalam RKPD, dicermati tidak

o

mermiliki - Resesuaian  atau tdak  ditemukan  dengan  melihat

13
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nomenklatur prograrr pada masing-masing urusan pemerirtanan
dan perangkat cacran dalam KUA-PPAS, maka dinilai tidak memiiiki
kesesuaian dan diberikan skor 0.

Penentuar. skcr kesesuaian antara Program RKPD dan £UA-
PPAS adalal. dengar menjumlankan skor masing-mas:ng program
yang sesuai dan varg tidak sesuai, dan selanjutnya dikagi dengan
jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerirtahan
dan perangl—:ét daeraih pada RXPD dar KUA-PPAS (jumian total
program yang terbesar). Formuiasi untuk penentuan skor antara
jumlah skor kesesuaian dengan jumlah program tersebut adalah
sebagai berikut:

__ Tumlah Kesesuaian Pragram

SkerH 1.2 =

Jumlah Progranmc

Contoh simulas: pengukuran kesesuaian antara program RKPLC dan

KUA-PPAS sebagaimena ditujukan pada tzkel berikut:

Tabel 1 2

Penentuan Skor Kesesusaian nomenkiatur program RKPD dar: KUA-PPAS

No | REPD KUA-PPAS | Penileian Penentuan Skor

t T = - i .
1 | Program A | Program A | sesuai | - | Jumiah sesuai = 5

i
2 | Program B | Program B | sesuai © | Jumlah vdak sesvei = 4 |
3 |- | Program C | Tidak sesuai | O | Jumiah Pregram = 9 '
e . . - Toaane - 3 a.‘
4 | Program D | Program D | sesuai L | Skor D.1.p =222 emE
Jumlah Pregram l
S |Program E | - | tidak sesuai | O ;
6 | Program F | Program F | sesuai 1 5 !
= - = 0.555
7 | Program G ! Programn G | sesuai 1
g 1- Program H | tidak sesuai | D
9 |Programl |- ' tidak sesuai | 9
Total '

1

Keterangan:

1.

Program yang dinilei adalah program pada urusan pemetrintakban
daerah.

sntuk program sesuai diberi nilai 1, dan tdak sesuai diberi n:ai 0.

.



19 -

kesesuaian nomerklatur program KUA-PPAS dan APBD (D.1.3)

Penilaian ternacap kesesuaian programm KUA-PFAS dan AP3D
dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yeng
tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD. Apabila
nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerirtasan
dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermati
ada kesesuaran dengan nomenklatur prcerem pada masing-masmng
urusan pemerintahan dan perangkat caerah dalam APBD, maka
dinilai memiliki kesesuaian dan ciberikar skor 1. Sebaliknya, apabila
nomenklatur program pada mesing-masing urusan pemerirtanan
dan perangkat dzerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermati
tidak memil'ki kesesuaian atau tidak citemukan dengan melihat
nomenklatur program pada maéingwmasing urusan pemerintakan
dan perangkat daerah ‘dalam APBD, maka dinilai tidak memiliki
kesesuaian dan diberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian antsra Program KUA-PPAS dan
APBD adalah deﬁgan menjumlankan skor masing-masing program
yvang sesual dan yang tidak sesuai, dar selanjutnya dibagi cengan
jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan
dan perangkét daerah pada KUA-PPAS can APBD (jumlal: total
program yang erbesar). Formulasi untak penentuan skcr antara
jumlah skor kesesuaian dergan jumial program tersebut adalah
sebagai berikut:

_ Jumiah Kesesuaizn Program

Skor D.1.3 =

Tumlah Pregran

Contoh sirnulasi perngukuran kesesuaiar antara program KUA-FPAS

dan APBD sebagaimara ditujukan pada tzbel berikut:

Tabel 1.3
Penentuan Skor Kesesuaian nomenk atur program KUJA-PPAS dan APBLS
| No | KUA-PPAS | APBD |  Penilaian ~ Penentuan Skor
1 | Program A | Program A | Sesuai 1 Jumizah sesuai = ¢
2 | Program B | Program 3 l Sesuai 1 Jumiah tidak sesua. =4
3 | Program C |- o tidak sesuai |0 Junlah Program = 3
4 i Program D | Frogram D ‘Sesuai 1




No | KUA-PPAS ~ APBD Penilaian Penentuar Skor
- Program E | tidak sesuai | 0 Skor D.1.2 =
Program F | Program F | Sesuai ] :urclahkesesuaian program
, Jumlah Program
Program G | Program G | Sesusai 1
8 Program H | - i tidak sesuai | O 5
: = 5= 0.555
9 - Program 1 | tidak sesuai
Total |
Keterangan:
1.  Program yang ‘diﬂilai‘ adalah program pada urusah pemerirtaktan
daerah.
2. Untuk program sesuai diberi nilai 1, dan tidzk sesuai diberi nilai O.
d. kesesuailan pagu program RKPD dan KUA-PPAS (D.1.4)

Penilaian terhadap kesesuaian jumlzh pagu per prograrm REKED

dan KUA-PPAS yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian
antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD can
KUA-PPAS, kemudian dijumlahkan kesesua:annya setelah dilekuakan
scoring. Jumlah scoring kesesuaian peagu program pada masing-
masing urusan pemerintahan den perangkat daerah yang tercanzim
dalam RXPD dibandingkan dengan KUA-PPAS telah diperciek maka
&apat diketahui jumlah kesesuaian pagu program.
Apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS
memiliki kesesuaian maka dibsrikan skor 1. Sebaiiknys. apabila
jumlah pagu per prcgréun antara RKPD dan KUA-PPAS tidak memiiiki
kesesuaian atat jum.ahnya berbzda, maka ciberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian antara kesesuaian jumiah pagla per
program RKPD dan KUA-PPAS adalah cengan menjumilahxan szor
masing-masing pagu per program pada urusan pemerintahan dan
organisasi yang tercantum dalara RKPD dan KUA-PPAS yang sesual
dan vang tidak sesuai, selanjutnya dibsgi dengan jumlah seluruh
program péda masirg-masing trusan pemerintahan dan perangkat
daerah pada RKPD dan KUA-PPAS (jumliah total progra=i yeng
terbesar). Formulasi untuk penentuan skcr kesesuaian pagu riogram
tersebut adalah sebagéi berilzat: |

Jumlz kesesuaian page

Skor D.1.4 =

himiah Program
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Contoh simulasi pengukuran Kssesuaiar antara pagu RKPD dan

KUA-PPAS sebagaimana ditujukan pada tane. berikut:

Tabel 1.4
Penentuan Skor Kesesuaian pagu program RXPD dan KUA-PPAS
Program Pagu
No KUA; KUA- Pznentuan Skor
RKPD PPAS RKPD | PPAS
1 Program | Program | RpA | Rpa | Sesuai 11 7 Jumlah sesuei = 3
A A ' | Jumlah ticak sesuai
2 | Program | Program | Rp B | Rp B - | Tidak sesuai 0 !=6
B B (kurang dari Jumlah Program =9
| pagu) |
3 |- Program |- Rp C - | Tidak Sesua: 0 | Sker D.1.4 =
C fumlah kesesuziaa pagu
4 | Program | Program | Rp Dv | - Tidak sesuai G jumlah Frogram
D D (tidak |
| dianggarkan; | % = 0.333
S | Program | - - i Rp E | Tidak sesuai C
E i (Anggaran
1 Baru muncul)
6 | Program | Program ;RpF } Rp F Sesuai 1
P F |
7 Program | Program | Rp G : Rp G | Sesuai 1
e G | |
8 Prograum | - | Rp B | Tidak sesua: 0]
H i (Arggaran Baru |
| muncul)
9 | Program | - Rpl - Tidak sesua: 0
I (ticak |
dianggarkani E !
| Total ! | o 5 |
’Ketexl'angan: | o |
1. Pagu yang dinilai adalah pagu program pada urusan pemerintahan daerzl.

2.

Untuk pagu sesual diberi nilai 1, dan tidak sesuai diberi nilai 0.
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kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD (D.1.5)

Penilaian terhadap kesesuaian jumlah pagu per program KUA-

PPAS dan APBD vang dilakukan dengan memperaatikan kesestaian
antara pagu per pregram yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS
dan APBD, kemudiar dijumlahkan kesestaiannya setelak dilakukan
scoring. Jumlal scoring kesesuaian pagu program pada masing-
masing urusan pemerintahan dan peranggzat daerah yang tercantum
dalam KUA-PPAS dibandingkan dengan APBD telah ciperoleh maka
dapat diketahui jumlzh kesesuaien pagu program.
Apabila jumlah pegua per program antara KUA-PPAS dan APBD
memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila
jumlah pagu per program antera KUA-PPAS dan APBD tidak memilii
kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka‘d:berikanr skor 0.

Penentuan sker kesesuaian antara kesesuaian jumlah pzgu per
program KUA-PPAS dan APBD adalah cengan menjumlahkan skcr
masing-masing pagu per programn pada urdasan pemerintahan dan
organisasi yang tercantum dalam KUA-PFAS dan APBD yang sesuai
dan yang tidak sesuai, selarjutnya dibagi dengan jumlah selurch
program pada masii"_g—masing urusan pemerintahan dar perangkat
daerah pada KUA-FPAS dan APBD (jumlah total program yang
terbesar). Formuliasi antuk penertuan sker kesesuaiar gagu program
tersebut adalah sebagai berikut:

1

_ Jumlah kesesuaian zagu

SkorID.1.5 =

Jumiah Program
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Contch simulasi pengukuran kesesuaian antara pagu KUA-PPAS dan

APBD scbagaimarna ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Penentuan Skor Kesesualan pagu programn KUA-PPAS dan AP3D

Program Pag‘a:l
No | KUA- KUA- Penenctuan Skor
PPAS APBD PPAS | APBD
1 | Program | Program RpA RpA Sesual 1 | Jumlah sesuai
A A | =3
2 | Program | Program | Rp Rp B | Tidak sesuai 0 |Jumlah tidak
B B [ B- sesuai = 6
3 | Program |- Rp - | Tidak Sesuai |0 |Jumlah
C C- . Program = < ;
i Program | Program | - Rp D- ; Tidak sesuai 0 i
D D Skor D.1.5= |
5 |- Program |RpE |- Tidak sesuai | O Jumlah sesua.
% | B | | Jumiah “rogram |
| ¢’ | Procgram | Program |RpF | RpF Sesuai 1 . 1{
R o I | | = -=0.333 a
7 | Program | Program |Rp G |Rp G | Sesuai 1 [
G G |
& | Program | - RpH |- Tidal;: sesuai 0 f
9 & Prograﬁx - Ryl Tidak sesuai | 0 ;
i § |
| f |
B Total i t 3 !
Keterangan:
1. Pagu yang dinilai ada_an pagu program pada urusan pemerintahar “zerah,

2. Untuk pagu sesuai dioeri nilai 1, dar: tidak sesuai diberi nilai 0.
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Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD D.2)

Dimensi Pengalokasian anggaran belanjz calam APBD merupakan

salah satu dimensi yang diukur dalam [PKC. Indikator-indikator yang

terdapat dalam dimensi Pengalokasian anggzran belanja dalam APBD

merupakan beberaps amanat peraturan perundang-undangan (mandaiory

spending). Indikator-ndikator yang digunakan -erdiri dari:

a.

'(7

Alokasi jumlah belanja untuk fungsi perndidikan sebtesar minimal

20% dari APBD.

Alokasi jumlah belanja untuk urussn kesczhatan sebesar mirimal

10% dari APBD i luar gaji.

Alokasi jumlah belénja untuk infrastruktur yang langsung dalam

alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transier

Umum. |

Alckasi belarja untul memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Penentuan Skor untuk masing-mesing ‘indikator pada <imensi

Pengalokasian Arggaran Belanja Dalam APBD dilakukan dengan

cara:

a. Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam peraturen perundang-undangan diberikan skor
1.

b. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memerulu
persyaratan yang ditetapkan dalam f)eratu:t*ar: perundang-

undangan diberikan skor 0.



Contoh simulasi penentuan skor mas.ng-masing indikator »aca
dimensi pengalokasian anggaran belanja calam APBD sebagaimana

ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penentuan Skor Indikesor

Dimens: Pengalokasian Anggaran Beianja Dalam APBD

' No Indixator Prasyarat | Sker

1 {Alokasi jumlah belanja untuk fungsi | Memenuhi i

pendidikan sebesar minimal 20% dari

APBD (D.2.1) Tidak J

Memenuhi

2 | Alokasi jumlah kelanja untuk urusan | Memenuhi Z
kesehatan sebesar minimai 10% darl

APBD di luear gan {D.L?,.L),)

| Tidak 0
Memenuhi
3 | Alokasi jumlan belanja untuk | Memenuhi
infrastruktur yang langsung dalamc z
alokasi dana transfer sebesar minima. Tidak _ 0
25% dari Dana Transfer Umum {D.2.3) Memenuhi

4 | Alokasi juntlan beianja untuk memenuh: Memenuhi -

Standar Pelayanan Minimal (D.2.4)

Tidak 0

Memenuhi

dimensi pengalokasian anggaran belanja dalamn APBD (D.2) dimtung
dengan menium.ahkan skor masirg-masing :ndikator dibagi cengan

jumiah indikator, yang ciformulasikan sebagai berikut:

Indeks D.2= Skor rata-rata x bobot



Contoh simulasi Indeks cimensi pengalokasian anggaran belanja dalam

APBD (D.2) sebagaimana citujukan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran 3elanja Dalam APBD

Indikator Skor | Szor rata-rata | Indeks (D.2)
Alokasi jumlah belanja unzuk fungsi | 1 = 1+1+1+1 D.2=_x20
pendidikan szbesar minimal 20% 4 =20
dari APBD =1

Alokasi jumlah belanja untuk|1
urusan kesehatan sebesar minimal

10% dari APBD di luar gaj:

Alokasi jumlah  belanja untuk |1

infrastruktur yang largsung dalam ' |

alokast dana transfer sebesar

/

minimal 25% dari Dansa Transfer

I
Alokasi jumlah Ekelania untuk . 1 ]
|

rmemenuhi Stander Pelayanan

|
Minimal. !

Keterangan:
1. Indeks Dimensi pengalokasian anggaran oelanja dalam APBD (D.2)

adalah skor rata-rata dikali bobot.

2.  Bobot yvang diberikan untuk dimensi pengalokasian anggaran belanja

dalam APBD ada.an 20.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (C.3:
Dimensi transparansi pengelolaan kevangan dzerah mencakup indikater:
1) ketepatan waktu; den

2) keteraksesan.

Pengukuran atas ketepa-an waktu dan keteraxsesan tersebut ciakukan
terhadap beberapa dokunen yaitu: -

1.  Informasi Ringkasan Dokumen REPD.

2.  Informasi Kebijakan Jmum Anggatran.

3.  Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Piafon Anggaran.

4. Informas: Ringkasan Doxumen R¥XA SKPL.




10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

TR )
) =

b
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Informasi Rirgkesan Dokumen REA FPKD

Informasi Ringkasan Dokumen Rancanga= Peraturan Daerah tentarg
APBD.

Informasi Peraturan Daerah tentang APBL

Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran A”BD.
Informasi Rir.gkasan DPA SKPD.

Informasi DPA PFRD.

Informasi Realisasi Pendapatan Daerah.

Informasi Realisasi Belanja Daeran.

Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah.

Informasi Ringkasan Dokumen Rancangar Perubahan APBD.
Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan AFBD.

Informas® Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran Perubahan
APBD. |

Informas: Ringkaéan RKA Perubanan.

Informas: Rencana Umum Pengacaan.

Informas: SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelo.a Keuangzn
Daerah.

Informasi Peraturan Kepala Dacrah tentarg Kebjjakan Ak:ntansi.
Informasi Laporan Arus Kas.

Informasi Laporan Realisasi Anggaran Selurch SKPD.

Informasi Laporar. Realisasi Anggaran PPED.

Informasi Neraca.

Informasi CaLK Pamerintah Daeruh.

Informasi Laporar Keuangan BUMD/Pervsahaan Daeral:.

Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunar Pemerintah
Daerah.

Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksarnaan AP3D.

Informasi Cpini BPK.
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Keterangan:

1.  Ketepatan waktu penyajiar. Nilaz . 1 diberikan jika
informasi/doxumen pengeiolaan fcuangar cacrah vang diukur telah
tersedia atau disajikan dalam situs jaringan ~esmi pemerintah daerah
atau Sistemn In‘ormesi Pemerintahan Dszerah dalam waktu paling
lama 30 hari setelah ditetapkan, dan nila: O diberikan untuk kondisi
sebaliknya.

a. RW adalah Rentang Waktu (kolom 2- £o.om 1}.

b. BAU adzalal Batzs Akhir Unggah /Puktiikasi (30 hari).

c. S/TS adalah sesuai/tidak s=suai, dirilai 1 jika RW < BAU, dan
dinilai O jika RW > BAU.

2. Keteraksesan. Nilai 1 diberikan jika informmasi/dokumen pengelolaan
keuangan daerah veng diukur telah tersedia untuk diakses atau
diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs
jaringan resmi permerintah  daerah atau  Sistem Informasi

Pemerintahan Daeral: dan nilai 0 diberika: untuk kondisi sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, meka pengukuran indeks dimensi
transparansi pengelclaan keuangan daerah adalah perkalian skor rata-
rata dengan bobot. Formulasi indeks dimens: transparansi pengeolazn

keuangan daerah {D 3) sebagal berikuz:
Indeks D.3= Skor rata-rate x bohot

Contoh simulasi indeks dimensi transparansi pengelolaan <euangzan

daerah {D.3) sebagaimana ditujukan pada tabe. berikut:

Tabel 3.2
Indeks Dimensi Transparansi Pengelolazn Keuangan Daerah
Indikator Skor | Skor rata-rata | Indeks (D.3) :
Ketepatan Waktu  3/29 =0.103 =).103+0.690 | D3=C.397 x -5 |
Ketersediaarn *‘ 2G/29 =0.690 2 = 5.055 |
g | =0.397 E




Keterangan: |

1. Dimensi transparans: dihitung dengan care mengalikan: skcr ratz-
rata dengan bobot.

2. Bobot yang diberikan untuk dimensi -ransparansi penge.claan

keuangan daerah ada_ah 15.

Penyerapan Anggaran (D.4)

Dimensi penyerapar anggaran sebagai suatu kewajibar yang
fundamental dalam pengeclolaan keuangan daerah. Penyerapzn arggaran
merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD yang dimula: dari
perencanaan anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggarar dan
penetapan, pengawasan dan pertanggungjawakban keuangar:. Penyerapan
anggaran diukur dengan membandingkan antara anggara~ dan
realisasinya.

Penentuan skor masing-masing indikator —ntuk dimensi penyerapan
anggaran adalah persentase antara anggaran belanja dengan real'sasnyva.
Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya menceapai sarma atau
diatas 80% (z 80%) maka skor diberi angka 1. Sebaliknva persentese
anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% (< 8C%), ma=<a skor

diberikan angka 0.

Contoh simulasi penentuan skor masing-masirg indikator pada cimensi

penyerapan anggaran (J.4) sebagaimana pada tabel berikut iri:

Tabel 4.1

Penentuan Skor ind:kator pada Dimensi Peayerapan Anggaran

| No | Indikator Persentase Sker
‘enyerapar:

Anggaran

1 Penyerapan anggaran belanja pegawai | £3.2% -

2 | Penyerapan anggararl belanja bunga E2.7% .

3 | Penverapan anggaran belanja suzbsidi | §1.,5% N

4 | Penyerapan anggaran belanja hibah 85.3% N

|5 Penyerapan anggaran belanja bantuan | $9,3% i

sosial




o
&
1

No Indikator

Persentase Sxor
Penyerapan

Anggaran

6 | Penyerapan arggaran belanja bagi| &€,6% -

hasil dan bantuan keuangan

~J

terduga

Penverapan anggaran belanja tidak | 8£,6% -

& | Penyerapan anggaran barang dan jasa | &7,

~1

~J
=)
o~
[

9 | Penyerapan anggaran belanja modal

0

N
o)
ey
[Py

Penyerapan anggaran dalam APBD adalah skcr rata-rata dikali dengan

bobot. Formulasi indeks d:mensi penyerapan arggaran sebagai berikut:

Indeks D.4= Skor rata-rata x bobot

Contoh simulasi penghitungan indeks dimensi penyerapan zrggaran

dalam APBD (D.4) sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Penentuan Skor Indikator pada Dimensi Penverapan Anggaran dalam

belanja bagi hasil dan

bantuan keuangan

Penyerapan anggaran ;

[y

APBD
Indikator ~ Skor | Skor rata-ratza | Inceks (=.4)
Penyerapan anggaran 1 | = 1+1+1+1+1+1+i=1+1 L= 1 x 20 !
belania pegawat i G | =20 |
Penyerapan  anggaran 1 ] =1 | 1
belanja bunga i
Penyerapan anggaran 1 }
belanja subsidi :
Penyerapan anggaran 1 |
belanja hibgh | i
| Penyerapan anggaran 1 (
belanja bantuan sosial
Penyerapan anggaran ‘ 1
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belanja tidak terduga

Penyerapan  anggaran 1

barang dan jasa

Penyerapan anggaran 1

belar;ja modal

Keterangan:

1. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalzam APBD = Skor rata-rata
dikalikan bobot.

2. Bobot yang diberikan untuk dimensi penyerapan anggaran acalah
20.

Kondisi Keuangan Daerah (D.5)

Kondisi Keuangan Daerah adslah kemampuan keuangan suztu
pemerintah  daerah un-uk memenuhi kewsajibannya (Kemandirian
Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas
jangka pendek, Solvabilitas jangka panjang, <an Solvabilitas Lavanaz),
mengantisipasi kejadian tak terduga; dan Untuk mengeksekusi hzak
keuangannya secara efisien dan efektif.

Indeks dimenrsi korsdisi keuangan daerzh dilihat dart & (enarm!)
indikator pembentuk kendisi keuangan pemerintah daerzh, dengzan

formulasi sebaga mana dijelaskan dalam tabel Derikut ini:
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Tata Cara Penilaian:

a.

Menentukan kelompck acuan pemeririah daerah yang setara
didasarkan atas tipe pemerintahan yait. pemerintah provinsi dan
kabupaten/kots.

Menghitung indeks indikator.

Indeks indikator dihirung kerdasarkan hasil cembagian antara nial
aktual dan dikurangi nilai minimum dar nilai maksimum cigu-angi
nilai minimum. Nilai rninimum adalah nilai terendah dari semua caza
yang diobservasi sclama periode pengamatan. Nilai maksimum
adalah nilai aktual tertinggi dari semua daa yang diobservasi selama
periode pengamatan. Indeks akan memilik. nilai tertinggi 1 dan nilai

terendah O.

nilal aktual — #ilai minimum

ndeks ndi r= T . e -
Indeks mndikato (nilai maksimum — nilai minimum)
Menghitung indeks dimensi yang cihitung dengar cara
menjumlahkan semua indeks indikater dibagi dengan jumlah

indikator yang membentuk dimensi.
Indeks Indikator = (§ indikator-1 + [ indikatcr-2 +.. +1 indikator-n} 1 o

Menghitung indeks kondisi keuangan perzerintah daerah.

Indeks kondisi keuangan (IKK) pemerintah daerah ade ah raza-rata
tertimbang dari indeks-indeks dimensi. IKK dihitung dengan cara
menjumlahkan seharuh hasil perkalian rmasing-masirg Dobot indeks
dimensi.

PR
n

FCI =
Keterangan:
FCi= indeks kondisi xeuangan;
DI = total indeks dimensi; dan

n = jumah dimeasi.
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Contoh data dan informasi mengenai koncisi keuangan daecrah yang
bersumber dari LKPD dan dokumen lair sebagaimana pada tabel

berikut iri:

Tabel 5.2

Data dan Informasi Kondisi Keuar:gan Deeral:

No Alkun Nilai
1 Kas dar setara kas 194,378,352,721.59
2 Investasi JK. Pendek 0
3 Kewajiban Lancar ! ‘1 2,934,928.325.24
4 [ Total Asset Tetap | £ 478,659,646.379.90
) | Kewajiban Jk Paniang J
6 Total Kewajiban 12,034,928,325.24
7 Total Pendepatan 3,899,192,985.313.51
'S | Pendapatan DAX ) 643,207,672.956,00
9 Belanja Pegawa: 707,929,899,6C6.50
10 | Total PAD | ©.673,749,166,521 51 |
11 | Total Pendapatan LD 3,002,353,232,782 41
112 | Total Beban LO 3,253,208,651,405 02
13 | DAKLC i 643,207,672,956.00
14 Jumlah Pe—ndud uk i o 3,627,942

Keterangan.

1. Sumber data dan :nformasi mengenai «ondisi keuangan daerah
diperoleh dari LKPD LRA, neracs, dan LCi:

2.  Jumlah penduduk diperoleh dari dokimen atau laporan yang

diterbitkan oleh Kemendagti.



Contoh simulasi kasil pengukurarn masing-masing indikator pada <ond:si
keuangan dalam 1 provinsi dengan mengganakan rumus C¢i atas

sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Hasii Pengukuran Masing-Masing Indikator ada Kondis: Keuangan

Dalam 1 Provinsi

No Indikator : Rumu‘s Hasil

1. | Kemandirian | Total PAD / totai!(C.429
keuangan i pendapatan

5 | Fleksibilitas itotal pendapatan - | 4.517
keuangan DAK) / {tota.

kewagjiban + belanie

pegawai}
3. | Solvabilitas ‘Tatal pendapatan LO | 1.029
opcrasianél |~ pendapatan DAEK!
% LO) / total beban LO.
| 4. | Solvabilitas Jk. | (Xas dan setara kas — | 15.027 |

Pendek investasi jangka

lancar

|5, | Solvabilitas Total asser tetap | 4,478&,66€,646,375.90C
i langka panjang kewajiban jangka

wenjang

6. | Solvabilitas i7Total  asses tetap | 1,234,486.372
iayvanan jum}ah pendudulk ].

i
|
|
|
pendek)/  kewajiban i
|
|
|
|
|
|
|
|

Selanjuinya, apavila seluruh provirsi telah dikitung kondisi <cuangan
dengan menggunakan rumus di atas (Kemandir.an kenangan, Fleksibilitas
keuangan, Solvabilitas Opcraéional, Solvabilitas Jk. Pendek, Sclvabilitas
jangika panjang, Solvabiitas 1éya11an.), maka dapat ditentukan rasio

masing-masing provinsi. Rasioc tersebut dituangken dalam tabel yang

r

)

selanjutnya divrutkan berdasarkan daerah provinsi yang akan diukar

indeks kondisi keuanganrya.
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S .

Berdasarkan nasil penghitungan rasio 15 Provinsi diatas, make dapat
dilakukan penghitungan :ndeks rasic provinsi pada indikator 1 dengan

menggunakan rumus:

(rila: aktual pada penghitungan rasio -nilai minimal pada rasio tersebuz

Indeks Rasic in= — , T
] (nilai maksircal—ailai minimat)

in= Indikator n
(il= kemandirian xeuangan, i2= fleksibilitas keuangar, 13=

solvabilitas operasioral, i4= solvabilitas jz. pendek, i5= solvabilizas

jangka panjang, dan 6= solvabilitas layaran).
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Keterangan:

1. Untuk menghitung Indeks rasio i1 Provinsi

(0,429—-0,167‘ 0,262 ’ -
= ) 20222 _ 0,506
(0,68’6*0,167) 0,519

2. Penghitungan indeks rasio i lainnya dan indeks rasio untuk 14 Prcvinsi

lainnya, mengikuti conteh penghitungan indeks rasic Provins:-N.

Selanjutnya untuk menghitung IKK Provinsi N diperoleh dari rata-rata

indeks Provinsi N. Sebagaimana contoh sirnulas: berikut ini:

0,536+0,405+0,075+1+0,161+0,026 _ 2,173
: = = (0,362

&
o)

Penghitungan [KK Provinsi N =

Bobot yang diberikan untuk dimensi kondisi ksuangan daerah adalah 15,
maka hasil penghitungan IKK Provinsi N dikali dengan bobot adgalah:

.

TKK Provinsi N x 15= 15 x €.362 = 5,43,

6.  Opini BPK (D.6)

Pemberian opini atas LKPD dilakukar cleh BPK sesuai dengan
amanat peraturan perurdang-undangan. Unrik memberikan opin: atas
LKPD antara lain harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan
bukti, sistem pengendalien ‘internal, dan ketazran perundang-undangan.
Berdasarkan hasil opini BPK atas LKPD, maxa delam pengukurar skor
dimensi opini BPK diperdeh dengan cara: ’ | ‘

1. Apabila pemerintah daerah mempercleh opini WTP secara : anun
terakhir berturut-turut akan diberikan skor ;.

2. Apabiia pemetrintah daerah memperolel opini WTP secara 2 tahun
(dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikar skor
273 (0.667). |

3. Apabila perheri_ntah daerah memperolel opini WTP secara 1 tahun
{dalam masa 2 tabun terakhir berturu--turiat akan diberikan skor
1/3 (0,334).

4. Apabila pemerintal daerah memperolek opini disclaimer dibsrkan
skor O. » |

Contoh: Provinsi N selama 2 tahun teraxhir se‘cara perourct-Tarat

memperoleh opini WTP, maika dibzri sker {'ertz:ggi yaitu 1. |

Bobot dimensi epini BPK adalan 15.



Selanjutnya, untuk menghitung :ndeks dimensi opini BPK atas

adalah skor x bobot.

4T -

LKPD

Hasil pengukuran indecks dimensi Opini BPK adalah sxkor x bobot = 1

x 15 = 15.

Indeks Pengelolaan Keuargan Daerah (IPKD)

Pengukuran IPKD cilakukan dergan menjurtlah selurun hasil indexs

dimensi. Sehingga has:l pengukuran IPKD sebagaimana takel berikut ini,

Tabel 7.1

-lasii Pengukuran IPED

Opini BPK {D.6)

No Dimensi Indelks Total Indeks [ 1PXD);
1 | Kesesuaian dolkumen £.06 |
perencanaan dan
penganggaran (1. 1)
|
2 | Pengalokasian ar.ggaran 20 i
i
belanja dalam APBL (D.2] ] §
=D 1+D2+D.3+D.4+D5+D6 |
3 | Transparansi pengelolaan 5,955 ) |
_ = £.66+20+5.955+20+5.43+15
keuangan (ID.3) l
o =73.045 i
4 | Penyerapan anggaran (D.4) 20 |
S S : - i
5 i Kondisi keuangan daerah | 5.43
HD.5) |
6 15 |
!




PEMERINGKATAN DAN PENGATEGORIAN BERDASARXAN HASIL
PENGUKURAN IPKL

Setelah seluruh provinsi atac kabuparez/xota telah diketakui rilai
IPKD-nya, kemudian disusun dan diranking berdasarkan nilai IPKD dari
yang tertinggi hingga yang terendah. Tcntoh rekapitulasi hasil

pengukuran IPKD untuk 20 provinsi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Pemeringkatan Daerah

ot
O

PROVINSI IPKD
I Provinsi A | 7¢ 424
2 Provinsi B 7 3251
3 |Provinsi C 75425
4 Provinsi 72213
5 Provinsi E 7T 642
6 Provinsi F 75732
7 Provinsi C 7%.450
& E Provinsi A 7=.641
9 Provinsi I 72.431
10 Provinsi J 7£.235
11 Provinsi K 74,123
12 ! P-ovinsi L 73.943
13 Frovimsi M 73.560
E 14 Provinsi N : 72.045
15 | Provinsi C 72.150
: 16 ; Provnsi B 72.0.5
17 | Provinsi G 65.223
18 | Provinsi K 6C 786
19 | Provinsi § 5¢.893
; 20 1* crovinsi T 5‘"‘.'786
[MEAN - 72.708
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Setelah data tersusun perir*_gkatﬂya. kemudian dihitung niai rata-
rata/nilai tengah MEAN] aari keseluruhes nilai IPKD dan stacdar
deviasi/simpang bakanya (STDEV). Dari takel di atas diketahu: MEAN=
72.708, dan STDEV=6.544. ‘

Pengka.teg-::‘riar_ hasil IPKD dilakukar berdasarkan karalkter:stis
distribusi normal. IPKD dikategorikan BAK bila nilai [PKD daerah
tersebut lebin besar cari nilai MEAN+(1 x stancar deviasi). Kemudian, nilai
IPKD dikategorikan PERLU PERBAIXAN jikz nilai IPKD berada dianzara
nilai MEAN-(i x stzndar deviasi) dan MBPL‘\H(l X standar deviasi).
Terakhir, nilai IPKD dika‘tégorikan SANGAT PERLU PERBAIKAN bila nilai

IPKD kurang dari MEAN-{1 x standar deviasi).

MEAN+(1 x STDEV)= 72.708+(1 % 6.544)=79.252
dan MEAN-{1 x STDEV)= 72.708-(1 x 6.544)=66. 154.
Berdasarkan hasil simulasi penghitungarn I[PKD pada 20 provinsi terscbut

di atas, maka ditentukar katsgori penilaian IPXD sebagaimsna pada tabel

berikut:
" Tabel 2
Pengkategorian [PKD untuk 20 Provinsi
NG PROV_NSI IPKD - T KATEGORI

1 [ ProvinsiA | 79.424
P Frovinsi E 79.325 Baik

3 Frovinsi C '7'8.445
4 Provins: I 78.213

5 Provinsi E 77642

6 Provinsi F | 76.732

7 Frovinsi G 70.450

8 Frovins: k2 | 75.641

9 Frovinsi I 75.431 g .
110 [ ProvinsiJ 74.235 | Perlu |
| 11 Provinsi K | 74.123 Perbatkan
1z Frovinsi L : 73.943 ]

13 | Provinsi M 73.560

14 | Provinsi ¥ 73.045
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NO PROVINSI IFKD KATEGORI
15 Provinsi O 72.150
16 Provinsi P 72.015
17 Provinsi Q 65.323
18 Provinsi R 60.786
19 Provinsi S 59.893. Sangat Perlu
20 Provinsi T 57.786 Perbaikan

Salinan sesuai demgan aslinya

<

£
&

", "R Gan S
o Pembitia i
i

2 N0

7

7818 199603 1001

MENTERI DALAM NECERI
REPUBLIX INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



